PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI LUWU UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Retribusi Terminal merupakan Jenis Retribusi
Kabupaten/Kota;

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu Sumber
Pendapatan Daerah yang sangat penting artinya sebagai
perwujudan membiayai penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Pembangunan, Peningkatan Pelayanan Masyarakat
guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas,
nyata dan bertanggung jawab;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Utara tentang Retribusi Terminal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Tertib Lalu
Lintas dan Angkutan Jalanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3480);



Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3826);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4386);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor Dijalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasaranan Lalu Lintas Jalanan (Lembaran Negara republic
Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tamabahan Lembaran
Negara Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

b.

Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Utara.

Bupati adalah Bupati Luwu utara.

Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Utara.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Darat
Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang
disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut
prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

Terminal adalah tempat mengatur pemberangkatan,
kedatangan dan berpangkalnya kendaraan angkutan
penumpang umum dan barang untuk menaikkan dan
menurunkan penumpang maupun sebagai tempat
berlangsungnya  kegiatan-kegiatan @ dan = menunjang
kelancaran dan ketertiban arus penumpang dan barang.

Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi
adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat
parker untuk kendaraan penumpang dan bus umum dan
barang , tempat kegiatan wusaha, fasilitas lainnya di
lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh
pemerintah darah, tidak termasuk pelayanan peron.

Peron adalah setiap orang yang masuk dan menikmati
fasilitas terminal.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib
retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran
retribusi terutang menurut peraturan perundang-undangan.



Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi
yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang
ditetapkan Bupati.

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
jumlah retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang,
jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat
keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi
yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang
terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKRDN adalah surat keputusan yang menetukan
jumlah retribusi yang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan
tidak ada kredit retribusi.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribus dan
atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiaban retribusi berdasarkan peraturan perundang-
undangan retribusi daerah.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
memuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi
serta menentukan tersangkanya.



BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan penyediaan terminal dan fasilitas
lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 3
(1) Obyek retribusi adalah semua pelayanan penyediaan
fasilitas terminal dan fasilitas lainnya dilingkungan
terminal yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah

daerah.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan peron.

Pasal 4
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang

memanfaatkan atau menggunakan fasilitas terminal.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BABYV
CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan banyaknya dan
waktu pemafaatan atau menggunakan fasilitas terminal.



BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

(1) Prinsip dan
dimaksudkan untuk menutup biaya penyediaan fasilitas
terminal dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan
kemampuan masyarakat.

Pasal 7

sasaran

dalam  penetapan

retribusi

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
pemeliharaan dan biaya operasional.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Sturktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN | JENIS KENDARAAN/ UKURAN TARIF (Rp)
FASILITAS
I. Penyediaan tempat |I. Angkutan Kota :
garkn‘ kendargan a. Mobil Penumpang Umum 500/ sekali masuk
cnumpang us (8 Seat ke bawah)
Umum
b. Bus Kecil (9 seat s/d 19) 1000/ sekali masuk
c. Bussedang (19 Seats/d 29) | 1000/sekali masuk
d. Bus Besar (30 Seats/d 1500/ sekali masuk
keatas)
[I. Angkutan Desa :
Bus Kecil (9 seat s/d 19) 500/ sekali masuk
b. Bussedang (19 seats/d 29) | 1000/sekali masuk
c. Bus Besar (30 seats/d 1500/ sekali masuk
keatas)
II. Pemakaian Ruang 10.000/ orang/
malam

Tidur




II1.

IV.

Pemakaian tempat

usaha :

- Bangunan
Pemda

Pemakaian fasilitas
lainnya :
a. MCK

b. Cuci Mobil

Ruko ukuran
Toko
Kios

Pelataran

Mandi
Buang air kecil

Buang air besar

4x12m
4x6m
3x4m

1x1m

Bus kecil/Mobil Penumpang

Bus sedang

150.000,-/bulan

75.000,-/bulan

40.000.-/bulan
1.000.-/hari

1000 / sekali masuk
500 / sekali masuk
1000 / sekali masuk

10.000 / sekali cuci
15.000 / sekali cuci

Bus Besar 20.000 / sekali cuci
Motor 1.500 / sekali cuci
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di lokasi atau tempat
pelayanan fasilitas yang digunakan atau dimanfaatkan.

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD untuk
retribusi penggunaan atau pemafaatan terminal dan

dokumen lain dipersamakan.




BAB IX

MASA RETRIUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi pelayanan penggunaan dan pemafaatan fasilitas
terminal adalah ditetapkan dengan Peratuaran Bupati.

Pasal 12

Saat retribusi adalah pada saat dterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak
jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya, wajib
retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Bentuk-bentuk yang dipergunakan untuk pelaksanaan
penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



BAB XI
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 14

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati
atau Pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
2 bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila
wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan menurut
kekuasaannya.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 15

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah
besarnya retribusi yang terhutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
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BAB XII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Bupati untuk penghitungan pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi.

Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung
diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan
sanksi administrasi berupa bunga atau pembayaran
retribusi selanjutnya oleh Bupati.

Pasal 17

Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih
tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling
lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian pembayaran retribusi.

Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling
lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB,
Bupati memberikan imbalan 2% sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan retribusi .

Pasal 18
Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah
membayar kelebihan retribusi.
Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

diterbitkan bukti pemindahbukuan yang  berlaku juga
sebagai bukti pembayaran.

11



1)

(2)

BAB XIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak saat terhutangnya retribusi kecuali wajib retribusi
melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertanggung apabila :

a. diterbitkan surat teguran;

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik
langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
TATA CARA PEMERIKSAA RETRIBUSI

Pasal 20

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan
peraturan perundang-undangan retribusi.

Wajib retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasar dengan obyek retribusi
yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat yang
dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan;

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

12



Q)

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk
melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah
ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana yang berlaku.

Wewenang penyidik atas pelanggaran dibidang retribusi
daerah adalah:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi daerah tersebut;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
di bidang retribusi daerah;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang
retribusi daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi daerah;

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa yang dimaksud pada huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana retribusi daerah;

13



i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;

j-  menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan
pidana kurungan setinggih-tinggihnya 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak 5.000.000 (lima juta).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23
Terhadap obyek retribusi yang telah ditetapkan utang
retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan

belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang
didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya.

14



BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi

Terminal (Lembaran Daerah Nomor 14 Seri B Nomor 6) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 21 Juli 2009

BUPATI LUWU UTARA,
ttd
H. M. LUTHFI A. MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 21 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
H. A. CHAERUL PANGERANG

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR 3
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL
UMUM.

Terminal merupakan aset daerah yang memiliki potensi dan
dikelolah secara efektif dan efisien dan bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah, sejalan dengan jiwa Otonomi Daerah untuk membiayai
Pembangunan  Daerah. = Semakin = meningkatnya  pelaksanaan
pembangunan, kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar
tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha
pertumbuhan perekonomian di daerah, oleh karena itu diperlukan
pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah di bidang
pengembangan usaha, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah
memerlukan peran serta masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang lebih
nyata, dinamis serasi dan bertanggungjawab, maka pembiayaan
pemerintahan dan pembangunan daerah bersumber dari PAD khususnya
yang berasal dari Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, disebutkan salah satu jenis
Retribusi Daerah yang dapat dipungut adalah Retribusi Terminal.

Bahwa wuntuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian serta memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dan
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.

PASAL DEMI PASAL.
Pasal1l : Cukup Jelas.
Pasal2 : Cukup Jelas.

Pasal3 : Cukup Jelas.
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Pasal 4
Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10 :

Pasal 11 :

Pasal 12 :

Pasal 13 :

Pasal 14 :

Pasal 15 :

Pasal 16 :

Pasal 17 :

Pasal 18 :

Pasal 19 :

Pasal 20 :

Pasal 21 :

Pasal 22 :

Pasal 23 :

Pasal 24 :

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Yang dimaksud struktur dan besarnya tarif pada angka
Romawi II sampai dengan angka Romawi IV apabila ada

bangunan milik daerah.

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.

Cukup Jelas.
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Pasal 25 :

Pasal 26 :

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 191
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